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Abstrak

Karangan ini problematika manusia di dalam masyarakat
beranekaragam, adapun yang sekarang ini terjadi adanya gerakan
yang menuntut keadilan dan kesetaraan . Namun feminisme
demikian masalah feminisme telah menempatkan ke posisi
perempuan, dan mereka menuntut hak-haknya. Feminisme sebagai
bentuk reaksi kenyataan. Namun demikian gerakan tersebut
berkaitan dengan masalah gender telah menempatkan ke posisi
perempuan, mereka menuntut hak-haknya. Dalam penulisan,
penulis mengkaji lebih jauh tentang Bagaimana perspektif
feminisme dalam hukum Islam dan hukum adat. Apa hak dan
kewajiban feminisme menurut Islam. Pada dasarnya Allah SWT
menciptakan perempuan dam laki-laki sama, dan tidak ada
diskriminatif di antara keduanya. Dan yang jelas Islam sendiri
mengakui laki-laki dan perempuan dihadapan Allah sama, bedanya
saja bagaimana ketaqwaan mereka. Gender merupakan pembagian
peran serta dan tanggungjawab untuk menjalankan hak dan
kewajiban  sebagaimana kodratnya masing-masing. Adanya
perlakuan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan tidak
berarti merendahkan kedudukan satu sama lain, namun yang
demikian itu adalah suatu ketentuan yang adil sesuai dengan
fitrohnya sebagai laki-laki dan fitrohnya sebagai perempuan.
Dengan demikian adanya hal tersebut di atas diharapkan
perlakuan perempuan di masyarakat dapat dioptimalkan. sebaik
mungkin dan disesuaikan dengan kemampuan dan kodrat masing-
masing. Selain itu, tulisan ini juga bertujuan memberikan
kesadaran perempuan bahwa perspektif gender merupakan.
kebebasan atau persamaan hak laki-laki dan perempuan yang
terkait dengan emansipasi perempuan, sehingga gender dapat
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memberikan kontribusi kepada perempuan yang ingin kebebasan
dan keadilan.

1. Pendahuluan

Sebagaimana diketahui bahwa masalah gender sudah sering
diwacanakan dan dibahas oleh pemerhati masalah gender dalam
berbagai pertemuan-pertemuan, diskusi-diskusi, seminar-seminar dan
lain-lainnya baik pada tingkat lokal, maupun pada tingkat nasional
bahkan pada tingkat inetrnasional. Walaupun demikian masih banyak
orang tidak mengetahui dan tidak mengerti apa sebenarnya gender
tersebut. Karena tidak mengerti apa itu gender maka banyak orang
beranggapan bahwa apabila orang mengatakan gender itu adalah
sebagai usaha dari kaum perempuan untuk menunut harta warisan.
Pada hal tidaklah demikian karena masalah gender dapat dilihat dari
beberapa aspek yaitu aspek hukum adat, pidana, pajak, perdata, tata
negara), aspek sosial, politik, ekonomi dan budaya.

Istilah “gender” yang berasal dari bahasa Inggris yang di dalam
kamus tidak secara jelas dibedakan pengertian kata sex dan gender.
Untuk memahami konsep gender, perlu dibedakan antara kata sex dan
kata gender.

Sex adalah perbedaan jenis kelamin secara biologis sedangkan
gender perbedaan jenis kelamin berdasarkan konstruksi sosial atau
konstruksi masyarakat.! Dalam kaitan dengan pengertian gender ini,
Astiti mengemukakan bahwa gender adalah hubungan laki-laki dan
perempuan secara sosial. Hubungan sosial antara laki-laki dan
perempuan dalam pergaulan hidup sehari-hari, dibentuk dan dirubah
oleh masyarakat sendiri, oleh karena itu, sifatnya dinamis, artinya dapat

1 Astiti, 2000; “Jender Dalam Hukum Adat”, Makalah, h.1.
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berubah dari waktu kewaktu, dan dapat pula berbeda dari tempat yang
satu dengan tempat yang lainnya sejalan dengan kebudayaan
masyarakat masing-masing.2

Hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan dapat dilihat
dalam berbagai bidang kehidupan antara lain dalam bidang politik,
sosial, ekonomi, budaya dan hukum ( baik hukum tertulis maupun
tidak tertulis yakni hukum hukum adat ). Hubungan sosial antara laki-
laki dan perempuan dalam berbagai bidang kehidupan tersebut pada
umumnya menunujukan hubungan yang sub-ordinasi yang artinya
bahwa kedudukan perempuan lebih rendah bila dibandingkan dengan
kedudukan laki-laki.

Hubungan yang sub-ordinasi tersebut dialami oleh kaum
perempuan di seluruh dunia karena hubungan yang sub-ordinasi tidak
saja dialami oleh masyarakat yang sedang berkembang seperti
masyarakat Indonesia, namun juga dialami oleh masyarakat negara-
negara yang sudah maju seperti Amerika Serikat dan lain-lainnya.
Keadaan yang demikian tersebut dikarenakan adanya pengaruh dari
idiologi patriarki yakni idiologi yang menempatkan kekuasaan pada
tangan laki-laki dan ini terdapat di seluruh dunia. Keadaan seperti ini
sudah mulai mendapat perlawanan dari kaum feminis, karena kaum
feminis selama ini selalu berada pada situasi dan keadaan yang
tertindas. Oleh karenanya kaum femins berjuang untuk menuntut
kedudukan yang sama dengan kaum laki-laki dalam berbagai bidang
kehidupan agar terhindar dari keadaan yang sub-ordinasi tersebut.

2Mansour Fakih, 1996; Analisis Gender & Transformasi Sosial, Pustaka Pelajar,
Yogyakarta, h. 8.
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2. Feminisme Menurut Islam

Islam adalah sistem kehidupan yang mengantarkan manusia
untuk memahami realitas kehidupan. Islam juga merupakan tatanan
global yang diturunkan Allah sebagai Rahmatan Lil-’alamin. Sehingga —
sebuah konsekuensi logis — bila penciptaan Allah atas makhluk-Nya —
laki-laki dan perempuan — memiliki missi sebagai khalifatullah fil ardh,
yang memiliki kewajiban untuk menyelamatkan dan memakmurkan
alam, sampai pada suatu kesadaran akan tujuan menyelamatkan
peradaban kemanusiaan. Dengan demikian, wanita dalam Islam
memiliki peran yang konprehensif dan kesetaraan harkat sebagai hamba
Allah serta mengemban amanah yang sama dengan laki-laki

Berangkat dari posisi di atas, muslimah memiliki peran yang
sangat strategis dalam mendidik ummat, memperbaiki masyarakat dan
membangun peradaban, sebagaimana yang telah dilakukan oleh
shahabiyah dalam mengantarkan masyarakat yang hidup di zamannya
pada satu keunggulan peradaban. Mereka berperan dalam
masyarakatnya dengan azzam yang tinggi untuk mengoptimalkan
seluruh potensi yang ada pada diri mereka, sehingga kita tidak
menemukan satu sisipun dari seluruh aspek kehidupan mereka
terabaikan. Mereka berperan dalam setiap waktu, ruang dan tataran
kehidupan mereka.

Kesadaran para shahabiyat untuk berperan aktif dalam dinamika
kehidupan masyarakat terbangun dari pemahaman mereka tentang
syumuliyyatul islam, sebagai buah dari proses tarbiyah bersama
Rasulullah SAW. Islam yang mereka pahami dalam dimensinya yang
utuh sebagai way of life, membangkitkan kesadaran akan amanah

untuk menegakkan risalah itu sebagai sokoguru perdaban dunia.
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Dalam perjalanannya, terjadi pergeseran pemahaman Islam para
muslimah yang berdampak pada apresiasi mereka terhadap terhadap
nilai-nilai Islam — khususnya terkait masalah kedudukan dan peran
wanita — sedemikian hingga mereka meragukan keabsahan normatif
nilai-nilai tersebut. Hal muncul disebabkan ‘jauhnya’ ummat ini secara
umum dari Al Qur'an dan Sunnah. Disamping itu, di sisi lain
pergerakan feminis dengan konsep gendernya menawarkan berbagai
‘prospek’ — lewat manuvernya secara teoritis maupun praktis — tanpa
ummat ini memiliki kemampuan yang memadai untuk mengantisipasi
sehingga sepintas mereka tampil menjadi problem solver berbagai
permasalahan wanita yang berkembang. Pada gilirannya konsep gender
— kemudian cenderung diterima bulat-bulat olehkalangan muslimah
tanpa ada penelaahan kritis tentang hakekat dan implikasinya.

Paradigma Islam dan Feminisme

Apakah Islam mengenal istilah gender - baik dalam perspektif
klasik dan modern? Ini adalah pertanyaan yang sangat mendasar.
Untuk tidak memunculkan kesalahan dan kerancuan dalam paradigma
berpikir, agaknya perlu dijelaskan masalah ini - dengan memaparkan
metodologi Islam dan feminism- agar interpretasi kita para muslimah
dalam memahami wacana tentang peran perempuan tetap berada

dalam koridor konsepsi Islam yang utuh.

Metodologi Feminisme (Gender)

Kelemahan paling mendasar dari teori feminisme adalah
kecenderungan artifisialnya pada filsafat modern. Pemikiran modern
memiliki logika tersendiri dalam memandang realitas. Filsafat modern

membagi realitas dalam posisi dikotomis subyek-obyek, dimana
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rasionalisme dan empirisme merajai pandangan dikotomis atas realitas,
dimana laki-laki (subyek) dan perempuan (obyek) dan hubungan
diantara keduanya adalah hubungan subyek-obyek (yang satu
mensubordinasi yang lain). Dalam pandangan feminisme modern,
deskripsi atas realitas seksual hanyalah patriarkal atau matriarkal.
Kelemahan dari dikotomis ini menjadi mendasar karena dalam teori
feminisme modern, realitas menjadi tersimplikasi ke dalam sistem
patriarki. Hal ini kemudian didekontsruksi oleh era post-modernisme
dengan  post-strukturalisme.  Post-strukturalisme  membongkar
dikotomi subyek-obyek atau ketunggalan kebenaran subyek tertentu.
Sehingga realitas seksualpun tidak lagi dipandang hanya dalam
dikotomi yang demikian, tetapi dipandang sebagai bentuk pluralitas
dengan kesejajaran kedudukan dan masing- masing memiliki nilai
kebenarannya sendiri.

Kelemahan lain adalah alat filsafat modern itu sendiri, yaitu
rasionalisme dan imperialisme. Dengan rasionalismenya, modernisme
mengandalkan bangunan utama subyektif manusia adalah rasionya,
dan mambalut kekuatan subyektif dalam keutamaan rasionya.
Sedangkan empirisme mengutamakan pengalaman inderawi dan materi
sebagai ukuran kebenaran. Feminisme tidak terlepas dari kelemahan ini
pula sehingga baik dalam teori maupun gerakan feminisme mau tidak
mau menempatkan diri dalam kategorisasi alat modernisme yaitu

rasionalisme dan empirisme.

Metodologi Islam

Jika feminisme mendasarkan teorinya pada pandangan atas
realitas yang didikotomi atas realitas seksual (patriarkal), sebagaimana
liberalisme atas realitas manusia (individu) dan sosialis atas realitas
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manusia (masyarakat), maka didalam Islam pandangan atas realitas
bukan semata-mata tidak ada dikotomi (sebagaimana post-
strukturalisme), sehingga setiap bagian tertentu memiliki nilai
kebenaran sendiri. Di dalam Islam, nilai kebenaran dalam pandangan
post-strukturalisme adalah nilai kebenaran relatif, sementara tetap ada
yang mutlak. Sehingga andaipun ada dikotomi atas subyek-obyek,
maka subyek itu adalah Sang Pencipta yang memiliki nilai kebenaran
mutlak, sedangkan obyeknya adalah makhluk seluruhnya yang hanya
dapat mewartakan sebagian dari kebenaran mutlak yang dimiliki-Nya.

Dengan demikian dalam Islam, hubungan manusia dengan
manusia lain maupun hubungan manusia dengan makhluk lain adalah
hubungan antar obyek. Jika ada kelebihan manusia dari makhluk
lainnya maka ini adalah kelebihan yang potensial saja sifatnya untuk
dipersiapkan bagi tugas dan fungsi kemanusiaan sebagai hamba (sama
seperti jin, QS 51:56) dan khalifatullah (khusus manusia QS 2:30).
Kelebihan yang disyaratkan sebagai kelebihan pengetahuan
(konseptual) menempatkan manusia untuk memiliki kemampuan yang
lebih tinggi dari obyek makhluk lain dihadapan Allah. Akan tetapi
kelebihan potensial ini bisa saja menjadi tidak berarti ketika tidak
digunakan sesuai fungsinya atau bahkan menempatkan manusia lebih
rendah dari makhluk yang lain (QS 7:179).

Realitas kemanusiaan juga demikian, dia tidak didasarkan oleh
kelebihan satu obyek atas obyek yang lain, berupa jenis kelamin tertentu
atau bangsa tertentu. Perubahan kedudukan hanya dimungkinkaan oleh
kualifikasi tertentu yang disebut dengan taqwa (QS 49:13). Dengan
demikian, dikotomi subyek-obyek di dalam Islam tidak sesederhana
pandangaan feminisme modern, yaitu dalam sistem patriarkal maupun

matriarkal. Kualifikasi yang terikat pada subyek tertinggi yaitu Allah
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adalah kualifikasi yang melintasi batas jenis kelamin, kelas sosial
ekonomi, bangsa dan sebagainya. Dengan demikian kategori-kategori
kelebihan subyek atau kelebihbenaran dalam Islam tidak berdasarkan
rasionalisme dan empirisme, namun kategorisasi yang melibatkan
dimensi lain yaitu wahyu.

Secara normatif, pemihakan wahyu atas kesetaraan kemanusiaan
laki- laki dan perempuan dinyatakan di dalam Al Qur’an surat 9:71.
Kelebihan tertentu laki-laki atas perempuan dieksplisitkan Al Qur’an
dalam kerangka yang konteksual (QS4:34). Sehingga tidak kemudian
menjadikan yang satu adalah subordinat yang lain. Dalam kerangka
yang normatif inilah nilai ideal universal wahyu relevan dalam setiap
ruang dan waktu. Sedangkan dalam kerangka konstektual, wahyu mesti
dipahami lengkap dengan latar belakang konteksnya (asbabun nuzul-
nya) yang oleh Ali Ashgar Engineer disebut terformulasi dalam bahasa
hukum (syari’at).

Syari’at adalah suatu wujud formal wahyu dalam kehidupan
manusia yang menjadi ruh kehidupan masyarakat. Antara wahyu
(normatif) dengan masyarakat (konteks) selalu ada hubungan dinamis
sebagaimana Al Qur’an itu sendiri turun dengan tidak mengabaikan
realitas masyarakat, tetapi dengan cara berangsur dan bertahap. Dengan
proses yang demikian idealitas Islam adalah idealitas yang realistis
bukan elitis atau utopis karena jauhnya dari realitas konteks.

Dari kedua metodologi diatas, jelas bagi kita bahwa feminisme
dengan konsep gendernya tidak ada dalam
Islam. Namun kita dituntut untuk mampu menjelaskan peran muslimah
itu sendiri dengan paradigma Islam (syumul dan komprehensif). Inilah
tugas kita sebagai muslimah.

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara”

13| Jurnal Al-Fikrah Vol. 3 No. 1 Tahun 2014



FEMINISME DALAM HUKUM ISLAM DAN ADAT

3. Isu Jender Dalam hukum Adat (Hukum Keluarga, Hukum
Perkawinan Dan Hukum Waris)
Hukum adat sebagai hukumnya rakyat Indonesia dan tersebar di

seluruh Indonesian dengan corak dan sifat yang beraneka ragam.
Hukum adat sebagai hukumnya rakyat Indonesia terdiri dari kaidah-
kaidah hukum yang sebagian besar tidak tertulis yang dibuat dan
ditaati oleh masyarakat dimana hukum adat itu berlaku.

Hukum adat terdiri dari berbagai lapangan hukum adat antara
lain hukum adat pidana, tata negara, kekeluargaan, perdata,
perkawinan dan waris. Dalam tulisan ini yang akan dibahas dalam
kaitan isu gender adalah hukum kekeluargaan, perkawinan dan waris.

Antara hukum keluarga, hukum perkawinan dan hukum
perkawinan mempunyai hubungan yang sangat erat karena ketiga
lapangan hukum tersebut merupakan bagian dari hukum adat pada
umumnya dan antara yang satu dengan yang lainnya saling bertautan
dan bahkan saling menentukan.

Di Indonesia pada dasarnya terdapat tiga sistem kekeluargaan
atau kekerabatan yakni :

a. Sistem kekerabatan patrilinial yaitu sistem kekerabatan yang
menarik garis keturunan dari garis laki-laki ( ayah ), sistem ini
dianut di Tapanuli, Lampung, Bali dan lalin-lain.

b. Sistem kekerabatan matrilinial yaitu sitem kekerabatan yang
menarik garis keturunan dari garis perempuan ( ibu ), sistem ini
dianut di Sumatra Barat ( daerah terpencil ).

c. Sistem kekerabatan parental yaitu sistem kekerabatan yang

menarik garis keturunan dari garis laki-laki ( ayah ) dan
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perempuan ( ibu ), sistem ini dianut Jawa, Madura, Sumatra

Selatan dan lain-lainnya.3

Walaupun di Indonesia terdapat tiga sistem kekerabatan atau
kekeluargaan yaitu sistem kekerabatan matrilinial, patrilinial dan
parental namun kekuasaan tetap berada di tangan laki-laki hal ini
sebagai akibat dari pengaruh idiologi patriarki.

Sistem kekerabatan matrilinial yang dianut pada masyarakat
Minangkabau di Sumatra Barat, merupakan sistem kekerabatan yang
tertua. Sistem kekerabatan ini menempatkan status kaum perempuan
yang tinggi dan disertai dengan sistem perkawinan semendonya, dan
sebagai penerus keturunan serta dalam hukum waris juga sebagai ahli
waris. Pada masyarakat Minangkabau di Sumatra Barat di mana pada
sistem kekeluargaan ini garis keturunan ditarik dari garis perempuan (
ibu ) akan tetapi kekuasaan bukan berada di tangan perempuan namun
tetap berada di tangan laki-laki, hal ini dapat dilihat bahwa yang
menjadi mamak kepala waris adalah dijabat oleh laki-laki yakni laki-laki
tertua. Oleh karenanya dalam sistem kekerabatan matrilinial
kekuasaan tetap berada di tangan laki-laki maka jelas terdapat isu
gender di dalamnya.

Dalam sistem kekerabatan patrilinial  yang dianut oleh
masyarakat Tapanuli, Lampung, Bali dan lain-lainnya sangat jelas
menempatkan kaum laki-laki pada kedudukan yang lebih tinggi. Laki-
laki berkedudukan sebagai ahli waris, sebagai pelanjut nama keluarga,
sebagai penerus keturunan, sebagai anggota masyarakat adat dan juga

mempunyai peranan dalam pengambilan keputusan keluarga maupun

3 Sri Widoyatiwiratmo Soekito, 1989; Anak Dan Wanita Dalam Hukum, LP3ES,
Jakarta, h. 58-59.
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masyarakat luas. Dalam masyarakat yang menganut sistem kekerabatan
partilinial kaum perempuan justru sebaliknya yaitu mempunyai
kedudukan yang sangat rendah, tidak sebagai ahli waris, tidak sebagai
pelanjut keturunan, tidak sebagai penerus nama kelaurga karena dalam
perkawinan jujur (pada umumnya) perempuan mengikuti suami dan
juga tidak menjadi anggota masyarakat adat.

Pada masyarakat patrilinial di Bali dikenal lembaga “sentana
rajeg” di mana anak perempuan dirubah statusnya melalui perkawinan
nyeburin (nyentana) sehingga menjadi sama statusnya dengan status
anak laki-laki. Perlu diketahui bahwa tidak setiap anak perempuan
dapat dirubah statusnya karena ada persyaratan-persyaratan tertentu
yang harus dipenuhi. Contoh dalam sebuah keluarga tidak dikaruniai
anak laki-laki. Dan yang lebih patal adalah apabila dalam suatu
keluarga tidak mempunyai anak laki-laki dapat dipakai alasan bagi
suami untuk melakukan poligami. Dalam kaitan dengan hal itu hukum
adat memang membolehkan adanya poligami sedang jumlah wanita
yang boleh dikawin tidak terbatas* sehingga untuk menghindari
adanya poligami maka ditempuh upaya merubah kedudukan anak
perempuan melalui perkawinan nyeburin.

Anak perempuan yang dirubah statusnya dengan perkawinan
nyeburin, status dan kedudukannya sama dengan anak laki-laki tetapi
terbatas hanya dalam kaitan dengan harta kekayaan orang tuannya saja
sedangkan dalam hal yang lainnya yakni sebagai kepala keluarga,
anggota masyarakat adat (ayah laki) tetap dilakukan oleh laki-laki yang
kawin nyeburin dan perempuan yang keceburin melakukan

kewajibannya sebagai perempuan pada umumnya.

4 Nani Soewondo, 1984; Kedudukan Wanita Indonesia Dalam Hukum Dan
Masyarakat, Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 47.
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Anak perempuan yang berkedudukan sebagai sentana rajeg
sudah tentu berbeda dengan kedudukan anak perempuan pada
umumnya, oleh karena demikian justru dengan adanya lembaga
sentana rajeg ini malahan memperlihatkan adanya diskriminasi
terhadap anak perempuan. Disamping itu dengan adanya proses
perkawinan nyeburin untuk memberikan status yang sama terhadap
anak perempuan dengan status anak laki-laki malah justru memperkuat
dan mengajegkan sistem kekerabatan patrilinial yang menempatkan
laki-laki pada posisi dan kedudukan yang sangat tinggi dan pada
akhirnya tetap terjadi diskriminasi terhadap perempuan.

Dalam masyarakat Bali yang mengenal lembaga sentana rajeg,
perlu dipertanyakan apakah kekuasaan sepenuhnya berada di tangan
anak perempuan yang berkedudukan sebagai sentana rajeg ?.
kenyataannya belum tentu bahwa kekuasaan sepenuhnya berada di
tangan anak perempuan tersebut. Hal ini seperti telah diuraikan diatas
di mana dalam sebuah keluarga yang mempunyai anak perempuan
yang berstatus sentana rajeg, di mana yang mewakili keluarga sebagai
anggota banjar, anggota desa adat, rapat-rapat keluarga, adalah tetap
laki-laki yang kawin dengan anak perempuan yang berstatus sentana
rajeg tersebut bukan perempuan yang berstatus sentana rajeg. Karena
laki-laki yang mewakili sebagai anggota keluarga dalam segala urusan
keluarga maka laki-lakilah yang ikut dalam segala pengambilan
keputusan, maka laki-lakilah kembali yang memegang peranan atau
tetaplah kekuasaan berada di tangan laki-laki. Jadi tetap terjadi sub-
ordinasi terhadap perempuan dan terdapat isu gender di dalamnya.

Dalam masyarakat yang menganut sistem kekerabatan parental
seperti yang dianut oleh masyarakat Jawa, Madura, Sumatra Selatan

dan lain-lainnya pada prinsipnya menempatkan kedudukan antara anak
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laki-laki dan perempuan adalah sama dalam hal mewaris. Semua anak-
anaknya baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kedudukan
yang sama yaitu sama-sama sebagai ahli waris. Apabila diperhatikan
lebih jauh dalam pembagian harta warisan justru terdapat sub-ordinasi
dan dikriminasi terhadap anak perempuan. Hal ini dapat dilihat dari
besarnya bagian yang diterima oleh anak laki-laki dan perempuan
berbanding 2 : 1 yang dalam istilah adat dikenal dengan isilah “sepikul
segendong”. Kalau dilihat dalam hal pengambilan keputusan dalam
keluarga dan masyarakat tetap berada di tangan laki- laki oleh karena
demikian idiologi patriarki tetap nampak pada masyarakat yang
parental. Oleh karena demikian dalam masyarakat yang parental tetap

terdapat bias gender.

4. Kesimpulan dan Saran
Berdasarkan paparan singkat di atas, dapat disimpulkan bahwa
mencerminkan bias feminim(gender) dalam hubungannya terutama
terkait dengan sistem kekerabatan dan perkawinan serta pewarisan
yang masih berlaku dewasa ini. Ketiga hal tersebut menunjukan adanya
perbedaan di satu tempat dengan di tempat lainnya, tergantung dari
sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan.
Disamping adanya perbedaan, terdapat pula adanya persamaan
terutama yang menyangkut kekuasaan dalam pengambilan keputusan,
ini nampak sama yaitu tetap berada di tangan laki-laki. Hal itu
dikarenakan adanya pengaruh budaya partiarki yang bersifat universal

yang bersifat turun temurun.
Secara umum kedudukan perempuann dalam hukum adat
masih mencerminkan sub-ordinasi dan bias gender terhadap

perempuan. Peraturan perundang-undangan sebagai hukum negara
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juga mencerminkan ketidak adilan hukum dan ketidak adilan gender
seperti Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Perpajakan.

Keadaan yang sub-ordinasi terhadap perempuan dapat berubah
seiring dengan kemajuan jaman dan majunya tingkat pendidikan suatu
masyarakat. disamping perubahan itu dapat juga terjadi melalui proses
kesadaran masyarakat yang berorientasi pada kesetaraan dan keadilan
jender, melalui pendidikan, peraturan perundang-undangan yang adil
hukum dan gender. Sehingga kesetaraan dan keadilan hukum dan
keadilan gender dapat terwujud.
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